
 

 

 
                                               

                                                               19 Maret 2009 
 

 
 
Yth. 1.  Para Pejabat Eselon I 

2.  Para Kuasa Pengguna Anggaran 
3.  Para Pejabat Pembuat Komitmen 

 di  lingkungan Depnakertrans. 
 

 

 

SURAT EDARAN 
NOMOR : SE.89/MEN/SJ-PR/III/2009 

 

TENTANG 
 

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 
 
 Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 
dalam kondisi krisis keuangan global, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
meletakan fokus kegiatan prioritas pada: 
 
1. Program dan kegiatan yang dapat memperluas kesempatan kerja dalam 

menanggulangi pengangguran dan kemiskinan; 
 

2. Mendukung pertumbuhan industri dalam negeri untuk mempertahankan kecukupan 
devisa;  
 

3. Pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Badan Usaha/Industri. 
 

 Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan pelaksanaan program dan 
kegiatan tahun 2009 di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 
dilaksanakan dengan APBN di seluruh satuan kerja Pusat, Provinsi, dan 
Kabupaten/Kota, dimintakan kepada Saudara, sesuai kewenangan masing-masing 
untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 
 
1. Dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa terkait dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian agar mengutamakan 
penggunaan komponen produksi dalam negeri; 
 

2. Mendorong seluruh jajaran aparatur di bidang ketenagakerjaan dan 
ketransmigrasian di Pusat dan Daerah agar senantiasa mencintai dan 
menggunakan produksi dalam negeri. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan. 
 
 

                         Menteri 
        Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

    Republik Indonesia, 
                                                                                       

                                                                          ttd. 
 

                                                                            Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si 
 
Tembusan: 
1. Presiden Republik Indonesia; 
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; 
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI; 
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI; 
5. Menteri Perindustrian RI; 
6. Menteri Perdagangan RI. 

 

 
 

 


